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Abstrak
Kereta api merupakan angkutan transportasi masal yang memiliki konsumsi energi yang paling efisien dan memiliki emisi karbon dioksida yang paling rendah. Kereta api perlu dikembangkan potensinya serta ditingkatkan peranannya sebagai moda transportasi yang mampu menghubungkan berbagai wilayah untuk menunjang pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui kewajiban pelayanan publik. Penulis meneliti kenaikan tarif angkutan orang dengan kereta api ekonomi yang menerima penugasan kewajiban pelayanan publik melalui Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia Nomor : KEP.U/11.003/VII/41/KA-2013 tanggal 16 Juli 2013 yang mulai berlaku sejak 1 September 2013 terhadap pedoman penetapan tarif dan asas publik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami apakah PT. Kereta Api Indonesia yang menaikkan tarif kereta api ekonomi telah sesuai dengan ketentuan tarif dan asas publik dalan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, dan untuk mengetahui dan memahami prosedur penetapan tarif kereta api kelas ekonomi yang menerima penugasan kewajiban pelayanan publik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik analisa data yang digunakan penulis adalah preskriptif analitis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif angkutan orang dengan kereta api ekonomi yang menerima penugasan kewajiban pelayanan publik per tanggal 1 September 2013 melalui Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia Nomor : KEP.U/11.003/VII/41/KA-2013 tanggal 16 Juli 2013 tidak sesuai dengan pedoman penetapan tarif dan beberapa asas publik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, namun hal tersebut tidak dapat disalahkan begitu saja mengingat pemerintah belum melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan PSO pada PT. Kereta Api Indonesia dan kondisi pasca kenaikan BBM. Tindakan PT. Kereta Api Indonesia dilakukan agar tetap dapat melayani kebutuhan masyarakat untuk menggunakan sarana transportasi kereta api kelas ekonomi yang menerima penugasan kewajiban pelayanan publik namun dengan tarif yang disesuaikan tanpa PSO dan pasca kenaikan BBM. Prosedur penetapan tarif angkutan orang dengan kereta api ekonomi yang menerima penugasan kewajiban publik melibatkan menteri perhubungan dan menteri keuangan. PT. Kereta Api Indonesia sebagi pelaksana kewajiban pelayanan publik memberlakukan tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri perhubungan.
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Juridical Review Over The Increase Of Economic Railways Passenger Tarif Based On Law Number 23 Year 2007 Concerning Railways 

Railways is a mass transportation which has the most efficient energy consumption and the lowest carbon dioxide emission. The potential and the role of railways need to be developed as transportation mode which can connect many areas to support national development for raising the welfare of Indonesian people through public service obligation. The author wants to find out the increase of economic railways passenger tarif which accept the assignment of public service obligation through PT. Kereta Api Indonesia director decree Number: KEP.U/11.003/VII/41/KA-2013 dated July 16th, 2013 valid on September 1st, 2013 toward the directive of tarif determination and public principle in Law Number 23 Year 2007 Concerning  Railways. The purpose of this research is to know and understand whether PT. Kereta Api Indonesia which increase the economic railways passenger tarif  already in accordance with the tarif certainty and public principle in Law Number 23 Year 2007 Concerning Railways, and to know and understand the procedure of tarif determination for economic railways which accept the assignment of public service obligation. This research is juridical normative. The approaches used are the statute approach and case approach. The data analysis technique is prescriptive analytics. The result shows that the increase of economic railways passenger tarif which accept the assignment of public service obligation 2013 valid on September 1st, 2013 through PT. Kereta Api Indonesia director decree Number: KEP.U/11.003/VII/41/KA-2013 dated on July 16th, 2013 was not accordance with the directive of tarif determination and public principle in Law Number 23 Year 2007 Concerning Railways, but it can not be blamed simply because the government does not fulfill the obligations of public service obligation fulfillment to PT. Kereta Api Indonesia and the condition after fuel increase. The action of PT. Kereta Api Indonesia was done to keep serving public need of using the economic railways transportation which accept the assignment of public service obligation but with the adjusted tarif without public service obligation and the condition after fuel increase. The procedure of tarif determination for passenger by the economic railways which accept the assignment of public service obligation involves the Transportation Minister and the Finance Minister. PT. Kereta Api Indonesia as implementers of public service obligations applies the tarif which sets in the Minister of Transportation Regulation.







kereta api menjadi moda transportasi unggulan karena daya angkutnya yang besar, hemat energi dan ramah lingkungan yang selayaknya dipertahankan dengan perawatan terhadap kereta api serta peningkatan pelayanan publik yang baik dan benar. 
Kereta api tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Kereta api perlu dikembangkan potensinya serta ditingkatkan peranannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara, serta memperkukuh ketahanan nasional dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Pedoman perhitungan dan penetapan tarif kereta api telah diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Bab XI Bagian Keenam mengatur tentang tarif angkutan kereta api sebagai angkutan masal terkait dengan tarif angkutan orang yaitu :
1.	Pasal 151 ayat (2) menyatakan bahwa “pedoman tarif angkutan   orang dan tarif angkutan barang ditetapkan oleh Pemerintah.”
2.	Pasal 151 ayat (3) menyatakan bahwa “pedoman penetapan tarif angkutan berdasarkan perhitungan modal, biaya operasi, biaya perawatan, dan keuntungan.”
3.	Pasal 152 (1) menyatakan bahwa “Tarif angkutan orang ditetapkan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dengan memperhatikan pedoman tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2).”
4.	Pasal 152 ayat (2) menyatakan bahwa “tarif angkutan orang dapat ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk : a. Angkutan pelayanan kelas ekonomi; dan b. Angkutan perintis.”
5.	Pasal 153 ayat (1) menyatakan bahwa “untuk pelayanan kelas ekonomi, dalam hal tarif angkutan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf a lebih rendah daripada tarif yang dihitung oleh penyelenggara sarana perkeretaapian berdasarkan pedoman penetapan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah, selisihnya menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik.”
Peran pemerintah yang dapat menentukan tarif kereta api ditujukan untuk menjalankan kewajiban pelayanan publik bagi negara melalui fasilitas pelayanan umum yang mana menyangkut kepentingan publik. Hal ini sesuai dengan landasan konstitusi negara Indonesia untuk memberikan subsidi bagi penyediaan pelayanan dasar yang berasal UUD 1945 yang tertera pada pasal 33 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasi oleh Negara” dan pasal 34 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Ada campur tangan dari pemerintah untuk setiap hal yang menyangkut kepentingan umum termasuk kereta api sebagai moda transportasi masal yang pedoman perhitungan dan penetapan tarifnya ditentukan oleh pemerintah. 
Terdapat ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan terkait perkeretaapian. Hal ini dipertegas oleh Bapak Hosnan, S.H. selaku wakil kepala kantor LBH Surabaya perwakilan malang yang menyatakan bahwa PT. Kereta Api Indonesia telah menaikkan tarif kereta api ekonomi yang menerima penugasan kewajiban pelayanan publik tanpa campur tangan pemerintah​[1]​. Kenaikan tarif kereta api ekonomi jarak jauh, sedang, dan dekat berdasarkan Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia Nomor : KEP.U/11.003/VII/41/KA-2013 tanggal 16 Juli 2013 perihal tarif keekonomian angkutan penumpang kereta api pasca kenaikan harga BBM yang menerima penugasan pelayanan publik tahun 2013 yang diberlakukan pengguna kereta api beberapa jurusan, diantaranya​[2]​ : 
Tabel 1.1
Daftar Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Ekonomi Mulai 1 September 2013
Kereta Api Jarak Jauh (AC)
Nama Kereta Api	Tarif Semula	Tarif Setelah Kenaikan 
Logawa          	Rp 50.000,00	Rp 98.113,00
Kertajaya       	Rp 50.000,00	Rp 111.742,00
Brantas 	Rp 55.000,00	Rp 106.826,00
Kahuripan	Rp 50.000,00	Rp 102.672,00




Sri Tanjung	Rp 50.000,00	Rp 90.571,00
Gaya Baru Malam Selatan	Rp 55.000,00	Rp 104.886,00
Matarmaja	Rp 65.000,00	Rp 116.883,00

Kereta Api Jarak Sedang (AC)
Nama Kereta Api	Tarif Semula	Tarif Setelah Kenaikan 
Tawangjaya	Rp 45.000,00	Rp 70.136,00
Serayu	Rp 35.000,00	Rp 73,011,00
Kutojaya Selatan	Rp 35.000,00	Rp 54.416,00
Tegal Arum	Rp 25.000,00	Rp 41.746,00
Tawang Alun	Rp 30.000,00	Rp 52.979,00
Rajabasa	Rp 30.000,00	Rp 84.358,00
Buser/Serelo	Rp 30.000,00	Rp 73.724,00
Putri Deli	Rp 20.000,00	Rp 35.536,00
Siantar Ekspress	Rp 20.000,00	Rp 70.341,00

Kereta Api Jarak Dekat (Tanpa AC)
Nama Kereta Api	Tarif Semula	Tarif Setelah Kenaikan 
KRL	Rp 5.000,00	Rp 8.208,00
KRL	Rp 3000,00	Rp 5.572,00
*tabel diolah dari SK PT. KAI Nomor : KEP.U/LL.003/VII/41/KA-2013 dan PM Nomor 60 tahun 2013
PT. Kereta Api Indonesia menyatakan bahwa mereka tidak menaikkan tarif kereta api kelas ekonomi, melalui Bapak Zaini selaku staff manajer angkutan PT Kereta Api Indonesia DAOP 8 Surabaya menyatakan bahwa:
“Tidak pernah ada kenaikan tarif, tapi hanya melakukan penyesuaian tarif kereta api kelas ekonomi karena dana untuk PSO (Public Service Obligation untuk selanjutnya dinyatakan dengan PSO) untuk periode itu belum cair dan lagi PT. Kereta Api Indonesia sedang melakukan peningkatan fasilitas untuk kereta api ekonomi.”​[3]​
Pengguna kereta api kelas ekonomi dalam hal ini perlu dilindungi hak-haknya. Hak-hak tersebut merupakan hak-hak yang berkaitan dengan asas pengangkutan khususnya asas perkeretaapian yang bersifat publik. Penetapan tarif kereta api ekonomi yang menerima kewajiban pelayanan publik membutuhkan campur tangan pemerintah demi mewujudkan pelayanan publik yang baik dan untuk melindungi hak-hak pengguna jasa kereta api kelas ekonomi. 
Uraian di atas menjadi permasalahan yang menarik untuk dikaji, oleh karenanya  baik untuk melakukan pengkajian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KENAIKAN TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANGNOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN”.

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian jenis yuridis normatif (doktrinal), yaitu difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif​[4]​ yang berhubungan dengan penelitian ini.
	Pendekatan (approach) yang digunakan di dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu Pendekatan Undang-Undang(statute approach) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undangdan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani​[5]​ dan pendekatan kasus (case approach), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum​[6]​. Teknik analisa data yang digunakan penulis adalah preskriptif analistis yaitu menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum serta dimaksudkan juga untuk memberikan argumentasi berupa penilaian atas hasil penelitian yang telah dilakukan​[7]​.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1	Hasil Penelitian
3.1.1	Penetapan Kenaikan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Ekonomi Oleh PT. Kereta Api Indonesia  
Berdasarkan ketentuan Undang-UndangNomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian tersebut menyatakan bahwa kewajiban penyelenggara prasarana transportasi kereta api untuk menetapkan tarif kereta api harus berpedoman pada pedoman perhitungan dan penetapan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Pedoman tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri perhubungan. 
Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang sarana transportasi masal. PT. Kereta Api Indonesia sebagai perusahaan BUMN dapat menerima penugasan kewajiban pelayanan publik. Penugasan tersebut berkaitan dengam peraturan penetapan tarif pelayanan kelas ekonomi yang menerima penugasan kewajiban pelayanan publik ditetapkan lebih rendah oleh menteri perhubungan daripada tarif yang dihitung oleh penyelanggara sarana perkeretaapian. Selisih tarif tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik atau PSO. 
Dalam hal ini PT. Kereta Api Indonesia telah menetapkan tarif kereta api kelas ekonomi yang menerima penugasan kewajiban pelayanan publik lebih tinggi dari tarif semula yang mana masih berlaku dan telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi AC. Kenaikan tarif kereta api ekonomi jarak jauh, sedang, dan dekat ini berdasar pada Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia Nomor : KEP.U/11.003/VII/41/KA-2013 tanggal 16 Juli 2013 perihal tarif keekonomian angkutan penumpang kereta api pasca kenaikan harga BBM yang menerima penugasan pelayanan publik tahun 2013 dan diberlakukan sejak keberangkatan 1 September 2013. 
Keputusan yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia tersebut tidak melibatkan pemerintah yaitu menteri perhubungan. Hal tersebut disebabkan karena dana PSO dari pemerintah untuk periode tersebut belum cair dan adanya kebutuhan PT. Kereta Api Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan pengoperasian serta peningkatan fasilitas publik untuk kereta api kelas ekonomi yang menerima penugasan kewajiban pelayanan publik saat kondisi pasca kenaikan BBM. 
Berdasarkan hal tersebut, PT. Kereta Api Indonesia tidak mampu untuk memberlakukan tarif yang telah ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2013 yang berlaku sejak 26 Juni 2013 tanpa adanya PSO, maka PT. Kereta Api Indonesia menetapkan tarif angkutan orang dengan kereta api ekonomi yang menerima panugasan kewajiban pelayanan publik sesuai dengan kondisi yang ada melalui Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia Nomor : KEP.U/11.003/VII/41/KA-2013 dan diberlakukan sejak 1 September 2013.

3.2.	Pembahasan
3.2.1. 	Kuorum dalam Pengambilan Keputusan untuk Menentukan Kekosongan Wakil Walikota Surabaya sisa Masa jabatan 2010-2015
Penetapan tarif kereta api berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, yaitu pada :
a.	Pasal 151(2) yaitu bahwa pedoman tarif angkutan orang dan barang ditetapkan pemerintah. 
b.	pasal 151 (3) yang pedoman perhitungan tarif angkutan berdasarkan perhitungan modal, biaya operasi, biaya perawatan, dan keuntungan.
c.	Pasal 152 (1) yang menyatakan bahwa “Tarif angkutan orang ditetapkan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dengan memperhatikan pedoman tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2).”
Pada dasarnya, pemerintah hanya menetapkan aturan yang mengatur perhitungan tarif kereta api dan penyelenggara sarana perkeretaapian yang menetapkan besaran tarif kereta api dengan berpedoman pada perhitungan tarif kereta api yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini bertujuan agar penyelenggara sarana perkeretaapian dapat melakukan perhitungan tarif yang sesuai dengan kebutuhan pemenuhan dari tujuan perusahaan yaitu mendapatkan keuntungan serta dapat melakukan pelayanan publik dengan baik.
Terdapat peraturan khusus dimana pemerintah dapat menetapkan tarif kereta api untuk kereta api angkutan perintis dan kereta api angkutan kelas ekonomi. Hal ini dilakukan untuk menjalankan kewajiban negara terhadap kewajiban pelayana publik untuk memenuhi kepentingan seluruh masyarakat di bidang transportasi masal. Peraturan ini dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian pada pasal : 
a. Pasal 152 (2) yang menyatakan bahwa “Tarif angkutan orang dapat ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk:
     a.angkutan pelayanan kelas ekonomi;dan
     b angkutan perintis.”
b. Pasal 153 (1) yang menyatakan bahwa “Untuk pelayanan kelas ekonomi, dalam hal tarif angkutan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf a lebih rendah daripada tarif yang dihitung oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian berdasarkan pedoman penetapan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah, selisihnya menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik.”
Tarif kereta api yang ditetapkan pemerintah lebih rendah daripada tarif yang ditetapkan PT. Kereta Api Indonesia dengan harapan bahwa tarif tersebut dapat menjangkau semua kalangan masyarakat termasuk masyarakat yang berpendapatan rendah agar dapat menikmati fasilitas publik berupa sarana transportasi masal kereta api. Berikutnya, selisih tarif yang ditetapkan pemerintah dan tarif yang ditetapkan penyelenggara sarana kereta api menjadi tanggung jawab pemerintah dalam  bentuk PSO demi pemenuhan kewajiban pelayanan publik di bidang transportasi masal.
Mengingat indonesia merupakan negara yang masih berkembang tentu tidak dapat terlepas dari permasalahan kemiskinan. Keadaan demikian sangat membutuhkan peran dari pemerintah untuk menjangkau kebutuhan dari rakyat yang masih dikatagorikan miskin agar tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional yang merata. 
Sarana  transportasi masal adalah satu hal penting yang membutuhkan peran pemerintah karena berkaitan erat dengan kepentingan publik. Kereta api di Indonesia merupakan sarana transportasi masal yang cukup banyak diminati, sehingga penting adanya peraturan terkait transportasi angkutan masal yang melibatkan peran pemerintah dalam penetapan pelayanan publik melaui penugasan terhadap perusahaan terkait. Pemerintah mengeluarkan aturan terkait penetapan tarif kereta api oleh menteri perhubungan melalui peraturan menteri perhubungan terhadap tarif kereta api yang diperuntukkan bagi kereta api kelas ekonomi yang khusus sebagai bentuk penugasan kewajiban pelayanan publik pada PT. Kereta Api Indonesia. Peraturan ini dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api yaitu :
Pasal 149 (1) yang menyatakan bahwa “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat menetapkan tarif angkutan apabila: 
a.	masyarakat belum mampu membayar tarif yang ditetapkan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian untuk angkutan pelayanan kelas ekonomi;”
Penugasan kewajiban pelayanan publik terhadap PT. Kereta Api Indonesia dengan tetap menjalankan sarana transportasi masal kereta api kelas ekonomi menggunakan tarif yang ditetepakan oleh pemerintah yang lebih rendah dari tarif yang ditetapkan penyelenggara sarana perkeretaapian. Terdapat selisih dari tarif yang ditetapkan pemerintah dengan tarif yang yang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian. Hal ini dinyatakan dalam pp no 72 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api pada:
pasal 149 (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tarif yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lebih rendah dari tarif yang ditetapkan penyelenggara sarana perkeretaapian, selisih tarif menjadi tanggung jawab Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dalam bentuk kewajiban pelayanan publik .”
Selisih tarif tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah salaku pemberi tugas kewajiban pelayanan publik yang mana akan dipenuhi melalui dana PSO dengan persetujuan antara menteri perhubungan dan menteri keuangan untuk kemudian diserahkan kepada penyelenggara sarana perkeretaapian dalam rangkah pemenuhan kebutuhan kereta api kelas ekonomi yang khusus mendapat penugasan kewajiban pelayanan publik untuk mengakomodasi kebutuhan transportasi masyarakat yang berpendapatan rendah.
Pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009, peraturan terkait perhitungan dan penetapan tarif kereta api kelas ekonomi dijelaskan bahwa terdapat pengaturan lebih lanjut yang di atur dalam peraturan menteri yaitu pada pasal berikut ini pada Pasal 152 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan dan penetapan tarif angkutan orang diatur dengan peraturan Menteri.”
Peraturan menteri yang khusus terkait tarif angkutan orang dengan kereta api diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api dalam pasal :
Pasal 3 (1) yang menyatakan bahwa “Tarif angkutan orang dengan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian dan wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal.”
Menurut peraturan menteri tersebut, penetapan tarif angkutan orang dengan kereta api dilakukan oleh penyelenggara sara perkeretaapian yaitu PT. Kereta Api Indonesia terhadap semua kelas kereta api. Penetapan tarif ini selanjutnya wajib dilaporkan kepada direktur jenderal perkeretaapian yang dibawahi oleh kementerian perhubungan.
Kereta api angkutan orang terbagi atas kereta api non ekonomi dan kereta api ekonomi. Terdapat perbedaan tarif antar kedua kereta api tersebut yaitu tarif kereta api non ekonomi lebih tinggi dari tarif kereta api ekonomi. Hal tersebut memiliki dasar tersendiri dalam perhitungannya.
Tarif kereta api non ekonomi memiliki dasar perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api yaitu :
Pasal 6 (2) yang menyatakan bahwa “Struktur tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas tarif dasar, tarif jarak, dan tarif pelayanan tambahan.”
Tarif angkutan orang dengan kereta api non ekonomi lebih tinggi daripada tarif angkutan orang dengan kereta api ekonomi karena tarif tersebut berdasarkan tarif dasar, tarif jarak, serta tarif pelayanan tambahan. Tarif pelayanan tambahan hanya diperuntukkan bagi kereta api kelas non ekonomi diantaranya adalah kelas argo, kelas eksekutif, dan kelas bisnis. Pelayanan tambahan dalam hal ini dapat berupa tambahan fasilitas dari standar pelayanan minimum seperti tambahan fasilitas berupa televisi, selimut, serta tempat duduk yang dapat diatur sesuai keinginan para penumpang.
Perhitungan tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi diatur berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2012 yaitu pada Pasal 6 (1) yang menyatakan bahwa “Struktur tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas tarif dasar dan tarif jarak.”
Hal ini menyebabkan tarif angkutan orang dengan kereta api ekonomi lebih rendah daripada tarif yang ditetapkan penyelenggara sarana perkeretaapian pada kereta api non ekonomi. Dasar perhitungan dan penetapan tarif tersebut hanya terdiri dari tarif dasar dan tarif jarak saja tanpa adanya tarif pelayanan tambahan. 
Kereta api kelas ekonomi yang dapat ditetapkan sendiri oleh penyelenggara sarana perkeretaapian bukan merupakan kereta api kelas ekonomi dengan penugasan khusus dari pemerintah untuk menjalankan kewajiban pelayanan publik yang mana kereta api kelas ekonomi tersebut tidak dikomersilkan dan tarifnya ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini lebih dijelaskan dalam Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api pada pasal berikut ini :
Pasal 10
Besaran tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi yang bukan merupakan penugasan pemerintah ditetapkan sebagai berikut:
a.	besaran tarif batas atas adalah sebesar 30% di atas tarif dasar.
b.	besaran tarif batas bawah adalah sebesar 20% di bawah tarif dasar.
Tarif angkutan orang dengan kereta api mengacu pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api. Hal ini dilakukan agar perhitungan serta penetapan tarif tersebut dapat terealisasikan dengan efisien serta sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuan pengguna jasa kereta api berdasarkan kelasnya. Prinsip-prinsip tersebut dijelaskan melaui :
Pasal9
“Perhitungan tarif angkutan orang dengan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan pada prinsip sebagai berikut :
a.	biaya per unit (cost per unit) merupakan biaya penumpang kilometer yang diperoleh dari biaya total operasi kereta api dengan faktor muat sebesar 70% (tujuh puluh persen); 
b.	untuk kereta api penumpang kelas ekonomi faktor muat sebesar 90% (sembilan puluh persen);
c.	untuk kereta api penumpang kelas ekonomi yang bukan penugasan pemerintah, tingkat keuntungan (margin) maksimal sebesar 10% (sepuluh persen);
d.	untuk kereta api penumpang kelas ekonomi yang merupakan penugasan pemerintah, tingkat keuntungan (margin) maksimal sebesar 8% (delapan persen); 
e.	data standar operasional dan biaya yang digunakan dalam perhitungan biaya pokok memperhatikan tingkat akurasi, kewajaran dan efisiensi biaya serta dapat dipertanggu ngjawabkan.”
Seperti yang telah dijelaskan bahwa terdapat kereta api kelas ekonomi yang memiliki kekhususan untuk tidak dikomersilkan sebagaimana merupakan bentuk penugasan dari pemerintah kepada penyelenggara sarana perkeretaapian dalam bentuk kewajiban pelayanan publik, yang mana penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah melalui menteri perhubungan dan tarif tersebut akan dinyatakan dalam perturan menteri perhubungan. Ketentuan ini berdasarkan Peraturan Menteri No 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Untuk Pelayanan Kelas Ekonomi yaitu :
Pasal 2
Ayat (2) : “Dalam hal masyarakat dinilai belum mampu membayar tarif yang ditetapkan oleh Badan Usaha penyelenggara sarana perkeretaapian, Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan menetapkan tarif angkutan orang dengan kereta api untuk pelayanan kelas ekonomi.”
Ayat (3) : “Selisih antara tarif yang ditetapkan oleh Menteri dengan tarif yang ditetapkan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik.”
Ketentuan mengenai kewajiban pelayanan publik ini dilakukan agar semua masyarakat umum dapat menikmati sarana transportasi masal terutama ditujukan bagi masyarakat yang berpendapatan rendah yang dinilai belum mampu membayar tarif angkutan orang yang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian. Maka bentuk penetapan tarif angkutan orang dengan kereta api ekonomi yang khusus menerima penugasan kewajiban pelayanan publik untuk menjangkau masyarakat yang berpendapatan rendah ditetapkan oleh menteri perhubungan melalui peraturan menteri perhubungan. 
Penetapan tarif tersebut lebih rendah dari tarif yang ditetapkan oleh PT. KAI. Adanya selisih antara tarif yang ditetapkan menteri perhubungan dengan tarif yang yang ditentukan oleh PT. KAI menjadi tanggung jawab negara untuk memeuhinya. Alasan logis mengapa pemerintah harus bertanggung jawab atas selisih tarif tersebut berdasar pada PM No 10 tahun 2013 tentang  Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Untuk Pelayanan Kelas Ekonomi yang ada pada pasal berikut ini :
Pasal 3 
Ayat (1) : “Kewajiban pelayanan publik diselenggarakan oleh pemerintah yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.”
Ayat (2) : “Dana untuk keperluan kewajiban pelayanan publik dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau APBN Perubahan yang digunakan sebagai dasar untuk membuat kontrak dengan Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sebagai penyelenggara kewajiban pelayanan publik.”
Ayat  (3) : “Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :
a.	berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan;
b.	berdasarkan lintas pelayanan/relasi/trayek/atau nama kereta api yang ditetapkan oleh Menteri;
c.	memberikan perlakuan dan pelayanan bagi semua pengguna jasa sesuai standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri;
d.	menjaga keselamatan dan keamanan penumpang.”
Dana yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab pemerintah didapatkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (untuk selanjutnya dinyatakan dengan APBN). Penugasan kewajiban pelayanan publik dari pemerintah kepada PT. Kereta Api Indonesia menimbulkan kontrak PSO dari tahun anggaran yang disetujui kedua belah pihak. Kontrak tersebut berisikan tarif yang ditetapkan pemerintah yang mana lebih rendah dari tarif yang ditetapkan PT. Kereta Api Indonesia disertakan pula jumlah besaran PSO yang diberikan pemerintah kepada PT. Kereta Api Indonesia.
Terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam melakukan kewajiban pelayanan publik, prinsip-prinsip di berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Untuk Pelayanan Kelas Ekonomi yaitu :
Pasal 3
Ayat (3) : “Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :
a.	berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan;
b.	berdasarkan lintas pelayanan/relasi/trayek/atau nama kereta api yang ditetapkan oleh Menteri;
c.	memberikan perlakuan dan pelayanan bagi semua pengguna jasa sesuai standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri;
d.	menjaga keselamatan dan keamanan penumpang.”
Penetapan tarif oleh PT. Kereta Api Indonesia melalui Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : KEP.U/LL.003/VII/41/KA-2013 Tentang Tarif Keekonomian Angkutan Penumpang Kereta Api Pasca Kenaikan BBM yang Menerima Penugasan Pelayanan Publik Tahun 2013 yang diberlakukan sejak 1 September 2103. Penetapan tarif tersebut juga menetapkan tarif baru yang lebih mahal dari semula untuk beberapa kereta api kelas ekonomi yang mendapatkan penugasan khusus kewajiban pelayanan publik yang mana telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi AC yang diberlakukan sejak 26 Juni 2013. 
Penetapan tarif tersebut dilakukan Oleh PT. Kereta Api Indonesia karena PSO yang seharusnya diterima tepat waktu belum cair, adanya peningkatkan pelayanan dengan perbaikan fasilitas kereta api, dan kondisi pasca kenaikan BBM​[8]​. Beberapa alasan tersebut diungkapkan oleh Bapak Zaini selaku staff Manajer Angkutan PT. Kereta Api Indonesia DAOP 8 Surabaya, hal tersebut dirasa tepat bagi pihak penyelenggara sarana perkeretaapian demi tetap beroperasinya sarana transportasi masal kereta api dan dapat melayani para penumpang meski harus menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga semula untuk menyesuaikan kondisi yang sedang terjadi.
PT. Kereta Api Indonesia sebagai perusahaan yang berbentuk  persero dipimpin oleh direksi yang berwenang menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam pasal berikut ini :
Pasal 92 Ayat (1): “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”
Ayat  (2): “Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang- Undang ini dan/atau anggaran dasar.”
Kewenangan yang dimiliki direksi PT. Kereta Api Indonesia dalam menjalankan pengurusan perseroan mengacu kepada maksud yang terkait dengan asas dan tujuan PT. Kereta Api Indonesia yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian yaitu pada pasal 2 dan 3.
Berdasarkan asas - asas pada pasal 2 dalam  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian yaitu sebagai berikut:
a.	Asas manfaat
   Asas manfaat adalah bahwa perkeretaapian harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, dan pengembangan kehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara. Tetap beroperasinya kereta api kelas ekonomi tanpa PSO meskipun harus dengan menaikkan tarif yang lebih tinggi dari semula telah memberi manfaat bagi publik untuk dapat tetap menggunakan transportasi masal ini. Namun, di sisi lain harga yang baru ditetapkan terbilang cukup tinggi bagi masyarakat yang berpendapatan rendah sehingga kurang memberikan manfaat.
b.	Asas keadilan
   Asas keadilan adalah bahwa  perkeretaapian harus dapat memberi pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau serta memberi kesempatan berusaha dan perlindungan yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam perkeretaapian. Adanya penetapan tarif yang lebih tinggi pada kereta api kelas ekonomi yang mendapatkan penugasan kewajiban pelayanan publik ini tidak dapat menjangkau semua kalangan terutama masyarakat berpendapatan rendah. Di sisi lain, penetapan tarif yang lebih tinggi ini sesuai biaya yang dibutuhkan penyelenggara sarana perkeretaapian untuk tetap dapat mengoperasikan kereta api sebagai bentuk pelayanan publik.
c.	Asas keseimbangan
  Asas keseimbangan adalah bahwa perkeretaapian harus diselenggarakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana, kepentingan pengguna jasa dan penyelenggara, kebutuhan dan ketersediaan, kepentingan individu dan masyarakat, antar daerah dan antar wilayah, serta antara kepentingan nasional dan internasional. Dalam hal ini PT. Kereta Api Indonesia berusaha untuk tetap mengoperasikan kereta api kelas ekonomi meski PSO dari pemerintah belum cair demi menjaga kepentingan perusahaan agar tetap beroperasi dan mendapat keuntungan dan demi kepentingan masyarakat agar tetap dapat beraktifitas menggunakan transportasi masal meski dengan harga yang lebih tinggi dari semula.
d.	Asas kepentingan umum
   Asas kepentingan umum adalah bahwa perkeretaapian harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan perseorangan atau kelompok dengan memperhatikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban. Beroperasinya kereta api kelas ekonomi tanpa PSO yang diberikan merupakan usaha penyelenggara sarana untuk memenuhi kepentingan publik pada kebutuhan transportasi. Namun, harga yang baru ditetapkan tidak dapat memenuhi kepentingan masyarakat yang berpendapat rendah. 
e.	Asas keterpaduan
   Asas keterpaduan adalah bahwa perkeretaapian harus merupakan satu kesatuan sistem dan perencanaan yang utuh, terpadu, dan terintegrasi serta saling menunjang, baik antar hierarki tatanan perkeretaapian, intramoda maupun antarmoda transportasi. Penetapan harga yang baru oleh penyelenggara saran merupan bentuk upaya menjaga keterpadauan dalam pengoperasiannya dan meningkatkan pelayanan pada fasilitas publik.
f.	Asas kemandirian
   Aasas kemandirian adalah bahwa penyelenggaraan perkeretaapian harus berlandaskan kepercayaan diri, kemampuan dan potensi produksi dalam negeri, serta sumber daya manusia dengan daya inovasi dan kreativitas yang bersendi pada kedaulatan, martabat, dan kepribadian bangsa. Adanya penetapan tarif oleh direksi PT. Kereta Api Indonesia kerena PSO yang belum cair serta kondisi pasca BBM merupakan bentuk kemandirian perusahaan BUMN yang berbentuk persero dalam menjalankan aktivitasnya untuk dapat melayani masyrakat di bidang transportasi masal.
g.	Asas transparansi
  Asas transparansi adalah bahwa penyelenggaraan perkeretaapian harus memberi ruang kepada masyarakat luas untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi kemajuan perkeretaapian. Penetapan harga yang lebih tinggi ini kurang disertai transparansi informasi yang jelas kepada publik, sehingga publik merasa dirugikan padahal hal ini tidak dapat terlepas dari peran pemerintah yang kurang tanggap terhadap pemenuhan PSO.
h.	Asas akuntabilitas
   Asas akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan perkeretaapian harus didasarkan pada kinerja yang terukur, dapat dievaluasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Penetapan harga yang lebih tinggi dari semula bertujuan agar dapat menjaga akuntabilitas dalam kinerja PT. Kereta Api Indonesia untuk dapat tetap beroperasi dan melayani masyarakat dengan transportasi masal kereta api, meskipun harga tersebut tidak sesuai dengan peraturan menteri yang telah ditetapkan sebagai penugasan kewajiban pelayanan publik. 
i.	Asas berkelanjutan.
   Asas berkelanjutan adalah bahwa penyelenggaraan perkeretaapian harus dilakukan secara berkesinambungan, berkembang, dan meningkat dengan mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Demi menjaga keberlanjutan pengoperasian kereta api kelas ekonomi dengan keadaan tanpa PSO dari pemerintah, maka keretaapi menetapkan tarif yang lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan pemerintah untuk menyesuaikan kebutuhan keberlanjutan pengoperasian kereta api kelas ekonomi.
Berdasarkan asas publik perkeretaapian tersebut, PT. Kereta Api Indonesia dalam membuat penetapan tarif kereta api ekonomi melalui Keputusan Direksi Nomor : KEP.U/LL.003/VII/41/KA-2013 mengacu pada kepentingan perusahaan untuk tetap beroperasi melayani kebutuhan masyarakat di bidang transportasi masal kereta api, namun dengan tarif yang disesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi. Kondisi tersebut berupa belum cairnya dana PSO dari pemerintah dan kondisi pasca kenaikan BBM. 
Penetapan tarif tersebut disesuaikan dengan tata cara penetapan tarif untuk kereta api kelas ekonomi yang terdiri dari tarif dasar yang didapat dari penjumlahan biaya pokok, biaya modal, biaya operasi, dan biaya perawatan serta disesuaikan dengan tarif jarak yang dibutuhkan penyelenggara sarana perkeretaapian untuk dapat beroperasi. PT. Kereta Api Indonesia berpedoman pada Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api pada pasal 6 (1) yang mana pada pasal tersebut perhitungan dan penetapan tarif angkutan orang diperuntukkan bagi kereta api kelas ekonomi. 
Hal ini perlu diingat bahwa pedoman perhitungan dan penetapan tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi tersebut bukan merupakan tarif yang diperuntukkan bagi kereta api kelas ekonomi yang menerima penugasan kewajiban pelayanan publik yang diberikan pemerintah yang mana penetapan tarifnya ditetapkan oleh menteri perhubungan melalui peraturan menteri perhubungan bukan melalui direksi PT. Kereta Api Indonesia.
PT. Kereta Api Indonesia sebagai perusahaan BUMN dapat menerima penugasan khusus dari pemerintah yang mana berupa kewajiban pelayanan publik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yang tertera pada pasal 66 sebagai berikut :
1.	Ayat (1) : “Pemerintah dapat memeberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMN.”
2.	Ayat (2) : “Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri.”
Kereta Api Indonesia diharuskan untuk mengoperasikan pelayanan penumpang kelas ekonomi dengan tarif yang terjangkau yang ditetapkan oleh pemerintah (non-komersil), namun sebagai sebuah perusahaan Persero, juga didorong dan diwajibkan untuk mengoperasikan pelayanan lainnya secara komersil. Kebijakan PSO tidak menghapuskan bentuk-bentuk dukungan lain kepada BUMN, dan yang terpenting adalah bahwa pemerintah terus memberikan modal ke dalam badan usaha yang kegiatan operasinya dianggap vital, yang tidak mampu atau tidak mau melakukan investasi modal yang sesungguhnya dianggap pemerintah sebagai investasi yang penting​[9]​.
Tujuan didirikannya persero yang pertama yaitu untuk mencari keuntungan dan yang kedua yaitu memberi pelayana kepada publik. Mengacu pada tujuan utama yang memperbolehkan PT. Kereta Api Indonesia sebagai perusahaan BUMN untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan penyelenggaraan sarana transportasi publik kereta api yang dilakukan. Hal tersebut merupakan suatu bentuk kewajiban perusahaan persero untuk mengoperasikan pelayanan transportasi masal kereta api secara komersil. 
Keputusan Direksi melalui Surat Keputusan PT. Kereta Api Indonesia Nomor : KEP.U/LL.003/VII/41/KA-2013 yang menetapkan tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi yang mendapat penugasan kewajiban pelayanan publik lebih tinggi dari tarif semula yang telah ditetapkan oleh menteri perhubungan melalui Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2013 merupakan hal yang tidak dibenarkan. Pada dasarnya peraturan menteri yang memuat tarif angkutan orang dengan kereta api ekonomi yang menerima penugasan kewajiban publik harus dijalankan sesuai dengan aturan tersebut oleh penyelenggara sarana perkeretaapian. Mengingat Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi AC yang mulai diberlakukan sejak 26 Juni 2013 masih berlaku saat PT. Kereta Api Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan PT. Kereta Api Indonesia Nomor : KEP.U/LL.003/VII/41/KA-2013 yang mulai diberlakukan pada 1 September 2013. 
Dalam surat keputusan tersebut terdapat penetapan tarif yang lebih tinggi daripada tarif semula yang terdapat pada Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2013 untuk kereta api ekonomi yang menerima penugasan kewajiban pelayanan publik, maka dapat dikatakan bahwa PT. Kereta Api Indonesia tidak menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan tarif yang telah ditetapkan oleh menteri perhubungan sebagai kewajiban pelayanan publik.
Tindakan yang dilakukan PT. Kereta Api Indonesia tersebut tidak serta merta dapat disalahkan begitu saja. Terdapat beberapa hal sebagai penyebabnya, diantaranya karena PSO yang dibutuhkan belum cair atau dengan kata lain belum dapat diterima oleh PT. Kereta Api Indonesia untuk menjalankan kewajiban pelayanan publik dan juga kondisi pasca kenaikan BBM yang mana dipandang perlu ditetapkan tarif baru agar PT. Kereta Api Indonesia tetap dapat mengoperasikan transportasi masal kereta api dengan memenuhi kebutuhan dari bahan bakar kereta api tersebut. Kereta api kelas ekonomi yang menerima penugasan kewajiban pelayanan publik dapat tetap beroperasi namun dengan harga yang disesuaikan yaitu tanpa adanya PSO dan kondisi pasca keniakan BBM.
Pemerintah sebagai pemberi penugasan kewajiban pelayanan publik memiliki peranan besar terhadap penetapan tarif angkutan orang dengan kereta api yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia. Mengingat salah satu penyebabnya adalah dana PSO yang dibutuhkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian belum cair pada waktu yang dibutuhkan. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah tidak menjalankan kewajibannya untuk memenuhi dana PSO untuk keberlangsungan kewajiban pelayanan publik di bidang perkeretaapian. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan, mengingat selisih tarif yang ditetapkan menteri perhubungan dan tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya.
Berdasakan beberapa hal yang telah dipaparkan, maka kondisi yang demikian dapat memungkinkan PT. Kereta Api Indonesia untuk menetapkan tarif angkutan orang dengan kereta api ekonomi non komersil yang mana kereta api tersebut mendapatkan penugasan khusus berupa kewajiban pelayanan publik. Tindakan PT. Kereta Api Indoneisa ini dilakukan agar tetap dapat menjalankan keberlangsungan aktivitas pengangkutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi masal kereta api, meskipun dengan tarif yang lebih tinggi untuk menyesuaikan kebutuhan pengoperasian kereta api ekonomi tersebut.
3.2.2	Prosedur Penetapan Tarif Kereta Api Kelas Ekonomi yang Menerima Penugasan Kewajiban Pelayanan Publik
Prosedur penetapan tarif kereta api kelas ekonomi yang menerima penugasan kewajiban pelayanan publik terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api, dan Peraturan Menteri No 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Untuk Pelayanan Kelas Ekonomi.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian mengatur tentang tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi yang menerima penugasan kewajiban pelayanan publik  pada pasal sebagai berikut :
1.	   Pasal 152 ayat (2) menyatakan bahwa “tarif angkutan orang dapat ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk : 
a.	Angkutan pelayanan kelas ekonomi; dan
b.	Angkutan perintis.”
2.	  Pasal 153 ayat (1) menyatakan bahwa “untuk pelayanan kelas ekonomi, dalam hal tarif angkutan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf a lebih rendah daripada tarif yang dihitung oleh penyelenggara sarana perkeretaapian berdasarkan pedoman penetapan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah, selisihnya menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik.”
Pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api terdapat beberapa pasal diantaranya :
1. Pasal 149 (1) : “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat menetapkan tarif angkutan apabila: 
a. Masyarakat belum mampu membayar tarif yang ditetapkan oleh  Penyelenggara Sarana Perkeretaapian untuk angkutan pelayanan kelas ekonomi; atau 
b. Dalam rangka pertumbuhan daerah baru atau dalam rangka pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas pembangunan nasional yang secara ekonomis belum menguntungkan untuk angkutan perintis.”
2. Pasal 149 (2) : “Dalam hal tarif yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lebih rendah dari tarif yang ditetapkan penyelenggara sarana perkeretaapian, selisih tarif menjadi tanggung jawab Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dalam bentuk kewajiban pelayanan publik .”
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api menyatakan bahwa pemerintah dapat menetapkan tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi dengan tarif yang lebih rendah dari tarif yang ditetapkan penyelenggara sarana perkeretaapian. Hal ini berlaku hanya untuk kereta api kelas ekonomi yang menerima penugasan kewajiban pelayanan publik yang mana diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi lemah dan dinilai belum mampu membayar tarif kereta api kelas ekonomi yang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian. Adanya selisih tarif yang ditetapkan pemerintah dan PT. Kereta Api Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya. 
PT. Kereta Api Indonesia sebagai pelaksanan tugas kewajiban pelayanan publik harus tetap berkoordinasi dengan pemerintah terkait pemenuhan PSO agar tercapai tujuan pelayanan publik untuk pemerataan pembangunan nasional dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Peraturan lebih lanjut terdapat pada Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Untuk Pelayanan Kelas Ekonomi yaitu :
1.	Pasal 2
     Ayat (2) : “Dalam hal masyarakat dinilai belum mampu membayar tarif yang ditetapkan oleh Badan Usaha penyelenggara sarana perkeretaapian, Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan menetapkan tarif angkutan orang dengan kereta api untuk pelayanan kelas ekonomi.”
Ayat (3) : “Selisih antara tarif yang ditetapkan oleh Menteri dengan tarif yang ditetapkan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik.”
2.	Pasal 3 
Ayat (1) : “Kewajiban pelayanan publik diselenggarakan oleh pemerintah yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.”
Ayat (2) : “Dana untuk keperluan kewajiban pelayanan publik dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau APBN Perubahan yang digunakan sebagai dasar untuk membuat kontrak dengan Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sebagai penyelenggara kewajiban pelayanan publik.”
Ayat  (3) : “Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :
a.	berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan;
b.	berdasarkan lintas pelayanan/relasi/trayek/atau nama kereta api yang ditetapkan oleh Menteri;
c. memberikan perlakuan dan pelayanan bagi semua pengguna jasa sesuai standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri;
d. menjaga keselamatan dan keamanan penumpang.”
Menurut penjelasan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Untuk Pelayanan Kelas Ekonomi, terdapat campur tangan antara menteri perhubungan dan menteri keuangan dalam penetapan tarif kereta api kelas ekonomi yang menerima penugasan kewajiban pelayanan publik. Mengingat dana yang digunakan untuk kewajiban pelayanan publik berasal dari APBN yang mana perlu mendapatkan persetujuan dari menteri keuangan. 
Menteri perhubungan akan berkoordinasi dengan menteri keuangan untuk meminta persetujuan pembuatan kontrak PSO. Kontrak tersebut akan diserahkan kepada PT. Kereta Api Indonesia untuk menjalankan tugas kewajiban pelayanan publik dengan memberlakukan tarif yang ditetapkan oleh menteri perhubungan sesuaidengan kontrak PSO yang ada.
Dalam APBN tahun 2007, pemerintah mengalokasikan dana untuk subsidi termasuk bantuan pemerintah kepada BUMN atau swasta dalam usaha peningkatan pelayanan umum melaui PSO. Secara umum subsidi dalam APBN 2007 dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok besar yaitu jenis subsidi yaitu (i) Subsidi Energi dan (ii) Subsidi non BBM. Subsidi Energi ditujukan untuk menstabilkan harga BBM. Sedangkan subsidi non BBM terdiri atas subsidi listrik, subsidi pangan (sebagai contoh adalah beras miskin); subsidi pupuk; subsidi benih; subsidi kredit program dan subsidi Public Service Obligation (PSO). 
PSO sendiri merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh negara akibat disparitas atau perbedaan harga pokok penjualan BUMN atau swasta dengan harga atas produk atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah agar pelayanan produk atau jasa tetap terjamin dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat​[10]​. 
Dasar hukum PSO adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN“ dan ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS / Menteri”.
Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tersebut, pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak visibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan. Dalam hal ini, terdapat intervensi politik dalam penetapan harga​[11]​. 
Prosedur penyaluran dana PSO tersebut tidak terlepas dari perkembangan siklus anggaran yang semakin mengarah kepada anggaran berbasis kinerja yang sudah seharusnya dapat diterapkan sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 tahun 2004. Berdasarkan siklus anggaran, pada bulan Januari setiap departemen sudah menyampaikan Rencana Kerja (untuk selanjutnya dinyatakan dengan Renja) yang ingin dilaksanakan kepada menteri keuangan dan menteri negara BUMN.
Renja  tersebut sudah termasuk program PSO. Renja lalu dibahas oleh menteri keuangan dan menteri negara BUMN serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (untuk selanjutnya dinyatakan dengan Bappenas) untuk menyesuaikannya dengan Rencana Kerja Pemerintah (untuk selanjutnya dinyatakan dengan RKP). Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, menteri keuangan mengeluarkan pagu anggaran sementara dari masing-masing instansi dalam bentuk Rencana Kerja & Anggaran Kementerian/Lembaga (untuk selanjutnya dinyatakan dengan RKA-KL). Lalu RKA-KL tersebut kemudian dibahas oleh masing-masing departemen dengan komisi-komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat (untuk selanjutnya dinyatakan dengan DPR). 
Hasil pembahasan RKA-KL selanjutnya dimasukkan ke dalam Nota Keuangan & Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (untuk selanjutnya dinyatakan dengan RAPBN), lalu dibahas dalam sidang kabinet dan ditetapkan oleh Presiden, setelah anggaran masing-masing departemen masuk dalam RAPBN, selanjutnya masing-masing departemen menyampaikan konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (untuk selanjutya dinyatakan dengan DIPA) ke Menteri Keuangan untuk disahkan. Setelah DIPA disahkan barulah masing-masing departemen dapat melakukan penarikan dana PSO untuk selanjutnya diteruskan kepada BUMN yang melaksanakan PSO melalui Kuasa Pengguna Anggaran (untuk selanjutnya dinyatakan dengan KPA) dari instansi yang bersangkutan​[12]​.
Untuk memudahkan pelaksanaan PSO, Kementerian Negara BUMN telah mengusulkan suatu pengertian dan formulasi perhitungan dana PSO. Per definisi PSO dapat diartikan sebagai pelaksanaan kegiatan tertentu diluar keekonomian, formulasi perhitungan pembiayaannya adalah​[13]​ :
“Kapasitas yang diminta pemerintah untuk disediakan x (Harga Pokok Penjualan – Harga Penjualan yang ditetapkan Pemerintah) + Fasilitas Negara (sarana/ prasarana) yang harus disiapkan oleh negara.”
Dalam hal penugasan kewajiban pelayanan publik kepada PT. Kereta Api Indonesia, Departemen Perhubungan bertindak sebagai pembuat kebijakan sektor dan regulator, sedangkan Kementerian Negara BUMN mewakili Pemerintah sebagai pemegang saham tunggal dari PT Kereta Api Indonesia. Kereta Api Indonesia diharuskan untuk mengoperasikan pelayanan penumpang kelas ekonomi dengan tarif yang terjangkau yang ditetapkan oleh menteri perhubungan, namun sebagai sebuah perusahaan Persero, juga didorong dan diwajibkan untuk mengoperasikan pelayanan lainnya secara komersil​[14]​. 
Prosedur Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) bagi PT. KAI  ditentukan dalam Keputusan Bersama Departemen Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Perhubungan pada tahun 1999.




Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka didapatkan beberpa simpulan sebagai berikut :
1.	Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia berdasarkan SK Nomor : KEP.U/11.003/VII/41/KA-2013 yang menaikkan tarif kereta api kelas ekonomi yang menerima penugasan kewajiban pelayanan publik tidak sesuai dengan ketentuan penetapan tarif dan beberapa asas perkeretaapian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 karena tidak memberlakukan tarif yang telah ditetapkan pemerintah. Tindakan tersebut tidak dapat disalahkan begitu saja. Terdapat beberapa hal sebagai penyebabnya yaitu karena pemerintah belum memenuhi kewajibannya untuk mencairkan dana PSO yang dibutuhkan dan kondisi pasca kenaikan BBM. PT. Kereta Api Indonesia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tetap mengoperasikan kereta api kelas ekonomi yang menerima penugasan kewajiban pelayanan publik namun dengan harga yang disesuaikan tanpa adanya PSO dan kondisi pasca kenaikan BBM.
2.	Prosedur penetapan tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi yang menerima penugasan kewajiban pelayanan publik ditetapkan oleh menteri perhubungan dengan peraturan menteri perhubungan dengan persetujuan menteri keuangan.

4.2.	Saran
Berdasarkan simpulan yang telah dijabarkan, maka saran yang sesuai adalah :
1.	Penentuan tarif kereta api ekonomi yang menerima penugasan kewajiban pelayanan publik hendaknya mengacu pada ketentuan penetapan tarif dan asas dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007. Pentingnya peran pemerintah dalam pemenuhan dana PSO secara tepat waktu kepada PT. Kereta Api Indonesia untuk menjalankan penugasan kewajiban pelayanan publik dengan baik.
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